
 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 1946 

TENTANG 
HUKUMAN TUTUPAN.  

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 

 
Menimbang : bahwa perlu mengadakan hukuman pokok baru, selain dari pada 

hukuman-hukuman tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab 
Undang-undang hukum pidana dan pasal 6 huruf a Kitab Undang-undang 
hukum pidana tentera; 

 
Mengingat    : pasal 20 ayat 1 berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dari 

Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 
16-10-1945 No. X; 

 
Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. 

 
Memutuskan  : 

Menetapkan peraturan sebagai berikut : 
 

UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUMAN TUTUPAN. 
 

Pasal 1. 
Selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab undang-undang 
hukum pidana dan pasal 6 huruf a Kitab undang-undang hukum pidana tentera adalah 
hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara 
dalam hal tersebut dalam pasal 2. 
 

Pasal 2. 
(1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan 

hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim 
boleh menjatuhkan hukuman tutupan. 
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